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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari Partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros, dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros  terlaksana dengan baik. Komite sekolah dan orang tua 
siswa bekerjasama dan berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan 
prasarana seperti aula, mushollah, kantor, ruang kepala sekolah dan 
parkiran untuk menunjang proses belajar mengajar, dan kegiatan-kegiatan 
yang di laksanakan di sekolah serta kegiatan penting seperti ujian semester 
dan ujian nasional. 
2. Faktor-faktor pendukung partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros  adanya hubungan 
baik antara orang tua siswa atau masyarakat dan komite sekolah dan 
menyetuji setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah.. 
sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan 
pengadaan sarana prasana juga  memadai.  
3. Faktor-faktor penghambat komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan di SMA Negeri 11 Maros kurangnya pendapatan orang tua 
siswa atau masyarakat dan kuarangnya kerja sama dari pihak orang tua 
atau masyarakat, karena sebagian orang tua siswa atau masyarakat hanya 
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melihat-lihat saja apa yang kita laksanakan di sekolah atau kegiatan sabtu 
bersih. karena sebagian orang tua siswa hanya berprofesi sebagai petani 
dan nelayan sehingga orang tua siswa terlambat membayar dana yang 
disebut sebagai dana partisipasi orang tua siswa yang telah disepakati 
bersama dan sebagian orang tua siswa tidak memili kepedulian terhadap 
sekolah di SMA Negeri 11 Maros.  
B. Implikasi Penelitian 
Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros yang terdiri dari pemberian dukungan keuangan atau 
pembiayaan dan pemberiaan dukungan pengadaan sarana dan prasarana memiliki 
implikasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Partisipasi orang tua siswa atau masyarakat yang diwakili oleh komite 
sekolah semakin meningkat bentuk partisipasi, yang awalnya hanya 
memberikan ide, tenaga, waktu, namun saat ini memberikan dukungan 
berupa financial dan sarana prasarana 
2. Dengan adanya partisipasi antara orang tua siswa atau masyarakat yang 
diwakili oleh komite sekolah dapat meningkatkan hubungan yang baik 
antara komite sekolah, orang tua siswa atau masyarakat maupun Kepala 
Sekolah di SMA Negeri 11 Maros. 
3. Dengan adanya partisipasi komite sekolah maka segala sesuatu yang 
diharapkan dan diinginkan oleh orang tua siswa atau masyarakat dan 
sekolah dapat tercapai dengan baik. 
C. Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi yang telah 
peneliti lakukan mengenai Partisipasi komite Sekolah dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros, maka peneliti memberikan saran agar di 
dalam sebuah oragnisasi khususnya sekolah hendaknya lebih diaktifkan lagi dan 
hubungan yang baik antara orang tua siswa atau masyarakat, dengan sekolah 
dipertahankan. Selain itu, komite sekolah diharapkan dapat membuat laporan atau 
catatan tertulis yang lebih rinci, selain itu diharapkan komite sekolah dapat 
membuat lebih banyak program kerja, komite sekolah yang melibatkan orang tua 
siswa atau masyarakat dan program yang dapat meningkatkan prestasi siswa. 
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Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul : Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan  
   Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros 
 
 Skripsi ini membahas tentang partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui; 1) Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan khususnya sarana dan prasaran di SMA Negeri 11 
Maros, 2) Apa faktor pendukung partisipasi komite sekolah dalam 
penyelnggaraan Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros, 3) Apa faktor penghambat 
partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 
Maros. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, dengan 
pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jumlah informan terdiri dari sebanyak 10 
informan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan data dan analisis data melalui tiga tahap yaitu; reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data 
menggunakan trianggulasi yaitu; trianggulasi sumber data, teknik dan waktu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros  terlaksana dengan baik. 
orang tua siswa berpartisipasi dalam pengadaan sarana dan prasarana seperti aula, 
mushollah, kantor, Ruang Kepala sekolah dan parkiran, untuk menunjang proses 
belajar mengajar, dan kegiatan-kegiatan yang di laksanakan di sekolah.. 
Faktor pendukung partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan di SMA Negeri 11 Maros  adanya hubungan baik antara orang tua 
siswa atau masyarakat dan komite sekolah. sehingga penyelenggaraan pendidikan 
dapat terlaksana dengan baik dan pengadaan sarana prasana juga  memadai. 
Faktor penghambat komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros kurangnya pendapatan orang tua siswa atau masyarakat karena 
sebagian orang tua siswa hanya berprofesi sebagai petani dan nelayan. sehingga 
orang tua siswa terlambat membayar dana yang disebut sebagai dana partisipasi 
orang tua siswa yang telah disepakati bersama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah suatu interaksi manusiawi (human interaction) antara 
guru dengan siswa yang dapat menunjang pengembangan manusia seutuhnya 
yang berorientasi pada nilai-nilai dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan 
yang berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan manusia tersebut. 
Materi  pendidikan, kebanyakan para pendidik tidak merujuk pada Al-
Qur’an, padahal sudah sangat jelas bahwa Al-Qur’an merupakan sumber pokok 
dalam segala ilmu pengetahuan umum. Oleh sebab itu, penyampaian materi yang 
disampaikan oleh pendidik harus merujuk pada tujuan pendidikan agar materi 
yang disampaikan ajan dapat diterima oleh peserta didik sesuai dengan tujuan 
pendidikan. 
Beberapa ayat Al-Qur’an, terdapat dan patokan dasar tujuan pendidikan, 
yaitu dalam surat Al-Isra’ ayat 9. 
                            
                 
Terjemhnya: 
Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan 
memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh 
bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. 
 
Penegasan ayat di atas  menunjukkan bahwa  Al-Qur’an mengenalkan 
dirinya  sebagai petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Petunjuk-petunjuk  
2 
 
bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara 
pribadi maupun kelompok.1 
Pendidikan adalah aktivitas semua potensi dasar manusia melalui interaksi 
antara manusia dewasa dengan manusia yang belum dewasa yang 
mengoptimalkan potensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimiliki manusia 
itu sendiri dengan cara membimbing, melatih, dan memandu manusia agar 
terhindar dari kebodohan dan pembodohan serta merupakan kesiapan untuk masa 
depan manusia agar dapat menjadi manusia yang bertanggungjawab.2 UU 
Sisdiknas No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belaja dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3 
Pendidikan adalah wadah atau tempat  peserta didik dibimbing dan diberi 
pertolongan agar siswa mendapatkan pengetahuan, pada dasarnya pendidikan 
merupakan proses mendidik yakni proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar 
mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya sehingga akan 
menimbulkan perubahan dalam dirinya, yang dilakukan dalam bentuk 
pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Pendidikan yang bermutu dan 
berkualitas tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat 
mengoptimalkan potensi sumber daya lainnya yang ada di negaranya, seperti yang 
                                                             
1Umar Sihab, Kontekstualitas Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Penamadani, 
2005) Cet. Ke-3, h.154  
2Sudarwan danim, Pengantar Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2010) h.2. 
3Undang-undang RI. No.2o Tahun 2003 tentang Sistempendidikan Nasional SISDIKNAS 
3 
 
dikatakan Dr. Kartini Kartono menyatakan bahwa kunci pembangunan masa 
mendatang adalah pendidikan.4 
Menurut Robbit Pendidikan merupakan suatu keseluruhan bagi manusia, 
sebab hanya melalui proses pendidikan, manusia itu dapat menjadi manusia 
seutuhnya. Adanya pendidikan, manusia dapat mengkomunikasikan kebudayaan, 
peradaban dan warisan intelektualnya kepada generasi berikutnya serta 
memberikan makna dan asumsi bahwa dalam melakukan transformasi nilai-nilai 
yang di bawa dan dikembangkan, manusia harus melalui proses pendidikan yang 
sistematis.5 
Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu 
Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak 
begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada 
pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu 
pendidikan. Semenjak diluncurkannya konsep manajemen peningkatan mutu 
berbasis sekolah dalam sistem manajemen sekolah, Komite sekolah sebagai 
organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut 
serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar 
sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari 
orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah 
organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta 
prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program 
                                                             
4Aprijon, Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru SLTP, Menara Riau: Jurnal 
Kewirausahaan, Januari-Juni 2014.  
5Syamsul Qamar, Penanggungjawab Pendidikan Jurnal Idaarah, Vol. 1, Juni 2017, h. 
144. 
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pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, 
akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan 
yang bermutu di sekolah. 
Menurut Pidarta, komite sekolah dapat berdaya, maka dalam pembentukan 
penguruspun harus dapat memenuhi beberapa prinsip/kaidah dan mekanisme yang 
benar, serta dapat dikelolah secara benar pula. Mengacu pada peranan komite 
sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan, sudah  tentu memerlukan dana. 
Dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan 
sukarela yang tidak mengikat, usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud 
dan tujuan pembentukan komite sekolah. Semua ini tidak akan pernah lari dari 
tanggung jawab kita semua dalam meujudkan cita-cita bangsa yang lebih cerdas 
dan memiliki pendidikan yang berkualitas. 
Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat Kabupaten/ 
Kota dan Komite sekolah di tingkat satuan pendidikan. Keberadaan Dewan 
pendidikan dan Komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-Undang No. 25 
tahun 2000 tentang Progam Pembangunan Nasional (Propenas) dalam rencana 
pembangunan tahunan (Repeta) dinyatakan adanya perintisan pembentukan 
dewan sekolah di setiap kabupaten dan kota, dan pembentukan komite sekolah di 
setiap sekolah.6Implementasi dari Undang-Undang tersebut telah diterbitkan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Menurut keputusan Mendiknas 
nomor: 044/U/2002 komite sekolah adalah: 
                                                             
6Ridwan Idris, Manajemen Pendidikan dalam Aplikasinya di Sekolah (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014) h.161-162. 
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Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 
meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di 
satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan 
sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.7 
 
Peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan di sekolah 
sangat tinggi, oleh karena itu setiap sekolah dibentuk lembaga perwakilan 
masyarakat dan orang tua wali peserta didik yang disebut badan pembantu 
pelaksanaan pendidikan (BP3) dan komite sekolah. Selain sebagai penyandang 
dana, komite sekolah juga berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kegiatan 
sekolah. Keterlibatan komite sekolah dalam pendidikan di sekolah merupakan 
realisasi tanggung jawab, kepercayaan, dan harapan warga masyarakat dalam 
menyerahkan anaknya untuk dididik di sekolah. Seperti dijelaskan dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44 tahun 2002 tentang dewan 
pendidikan dan komite sekolah dirumuskan sebagai berikut: 
Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat 
dalam rangka meningkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan 
di kabupaten dan kota dewan pendidikan berperan sebagai: 
1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan.  
2. Pendukung (supporting agency) baik berupa finansial, pemikiran maupun 
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.  
3. Pengonrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.  
                                                             
7Undang-undang  RI. NO.044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite 
Sekolah 
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4. Penghubung (Mediating Agency) antara pemerintah dan DPR dengan 
masyarakat.8 
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur 
pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. 
Komite sekolah sebagai badan pertimbangan, komite mempunyai tiga 
fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan 
program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Terkait ketiga 
fungsi tersebut komite sekolah berperan dalam mengidentifikasi sumber daya 
pendidikan dalam masyarakat, memberikan masukan RAPBS. Komite sekolah 
memberikan pertimbangan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan 
memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru. Untuk 
pengadaan sumber daya komite sekolah berperan dalam memberikan 
pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah. 
Komite sekolah sebagai badan pendukung, berperan dalam memantau 
kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, koordinasi dukungan sarana dan 
prasarana di sekolah,  memantau kondisi anggaran di sekolah, dan komite sekolah 
memberikan dukungan dalam peningkatan prestasi belajar siswa dan kinerja 
sekolah. 
Komite sekolah sebagai badan pengontrol, melakukan perannya dalam 
menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah, membantu 
                                                             
8Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung, 
Alfabeta 2009) h.256 
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dalam sistem monitoring dan evaluasi standar di sekolah, dan memantau 
pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah. 
Komite sekolah sebagai badan pengontrol komite juga berperan dalam 
memantau kinerja sekolah, seperti nilai ujian, kehadiran guru dan siswa, dan 
memeriksa laporan keuangan bulanan. Komite sekolah melakukan pengontrolan 
dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran 
pendidikan minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan 
program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan.9 
Komite sekolah sebagai badan penghubung, berperan dalam 
mengidentifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat, menampung pengaduan 
dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan, mengomunikasikan 
pengaduhan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang 
pendidikan di sekolah. Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai 
tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah dalam 
perencanaan pendidikan, pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumber 
daya pendidikan.10 
Pada era global dan reformasi telah mendorong terjadinya perubahan 
paradigma di segala bidang, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pendidikan 
di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh 
perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran 
yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya mutu pendidikan. 
Hal ini bisa dirasakan, yaitu ketika sebuah lembaga pendidikan dalam 
                                                             
9Kepmendikna SK No.044/U/2002, Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h.122  
10Hasbullah, Otonomi pendidikan ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010 ) h. 96-99. 
8 
 
penyelenggaraan pendidikannya itu dengan cara yang baik, maka akan dapat 
dilihat mutunya. Berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan 
pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja. Salah 
satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 
rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. 
Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta 
didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi 
faktor utama bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang 
zaman. Pendidikan menjadi hal yang sangat fundamental bagi kehidupan 
seseorang, pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang 
baik. Sistem dan pola yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik. 
Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu 
pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai dan tepat akan sulit untuk mencapai 
tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan.11 
Penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya memiliki tujuan utama 
untuk  menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk 
melakukan hal itu, sekolah-sekolah tidak akan bisa menghindari diri dari berbagai 
tantangan masa depan yang sulit sekali untuk diramalkan, serta mengalami 
perubahan. Reformasi pendidikan yang diterapkan di lembaga-lembaga sekolah 
merupakan respon terhadap perkembangan tuntuntan global sebagai upaya untuk 
                                                             
11Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Jakarta: Indonesia Legal Center Publising, 2008, h.203. 
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mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya 
manusia untuk memenuhi tuntuntan zaman yang sedang berkembang. Melalui 
reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang bisa 
menjamin bagi perwujudan hak-hak asasi manusia untuk mengembangkan seluruh 
potensi dan prestasi perserta didik secara optimal. 
Berdasarkan teori di atas apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi di 
SMAN 11 Maros khususnya dalam hal peranan komite sekolah terhadap 
penyelenggaraan pendidikan. penulis menemukan bahwa  peranan komite lebih 
dominan terhadap perannya sebagai badan pendukung dan pemberi pertimbangan 
dibanding perannya sebagai badan penghubung dan badan pengontrol. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa  komite sekolah belum menjalankan perannya dengan 
baik. Hal ini dibenarkan dengan ungkapan oleh ketua komite sekolah bahwa 
selama ini komite sekolah sudah memiliki hubungan kerjasama dengan pelaku 
usaha dan industry serta minat masyarakat untuk terlibat terhadap jalannya 
program-program yang diadakan di sekolah khususnya pada bidang sarana dan 
prasana. Namun hubungan kerjasama ini masih kurang dan belum efektif atau 
belum berjalan sesuai yang diharapkan.12 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas agar peneliti ini terfokus pada 
permasalahan yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman 
dari ruang lingkup penelitian, serta terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh 
                                                             
12Muh. Natsitr, Ketua Komite SMAN 11 Maros, Wawancara, Maros, 09 Oktober 2018. 
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penulis, maka peneliti menfokuskan penelitian ini pada partisipasi komite sekolah 
dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros. 
2. Deskripsi Fokus 
Partisipasi merupakan keikutsertaan atau peran serta seseorang untuk 
terlibat dalam suatu kegiatan. Komite sekolah adalah badan yang anggota-
anggotanya diambil dari lingkungan masyarakat dan sekolah yang memiliki 
kepedulian terhadap pendidikan. Partisipasi komite sekolah adalah segala 
keikutsertaan  komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada 
bidang sarana dan prasarana. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk 
mengkaji masalah Partisipasi komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 
dalam urusan sarana dan prasarana di SMAN 11 Maros? 
2. Apakah faktor-faktor pendukung partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros? 
3. Apakah faktor-faktor penghambat partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros? 
D. Kajian Pustaka 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Mulyono dengan judul “Peran 
komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten 
Lamongan, Jawa Timur. Program pascasarjana Universitas Negeri 
Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan peran komite sekolah 
dalam penyelenggaraan pendidikan SMK Negeri secara keseluruhan 
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termasuk dalam kategori baik. Peran yang paling tinggi adalah sebagai 
badan pertimbangan, kemudian sebagai badan pendukung, dan sebagai 
badan penghubung, sedangkan peran yang paling rendah adalah sebagai 
badan pengontrol. Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan SMK swasta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. 
Peran yang paling tinggi adalah sebagai badan pendukung, kemudian 
sebagai badan penghubung, dan sebagai badan pertimbangan, sedangkan 
peran yang paling rendah adalah sebagai badan pengontrol. 
2. Penelitian yang dilakukan Rusman R dengan judul “Peran komite sekolah 
terhadap kurikulum di MAN sidrap Kabupaten Sidrap jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Alaudduin Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, 
jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Peran komite 
sekolah hampir sama dengan dewan pendidikan, namun ruang lingkupnya 
lebih sempit di satuan pendidikan.Sedangkan Penerapan Kurikulum 
pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya 
oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah 
di bawah koordinasi dan suvervisi dinas pendidikan atau kantor 
Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi 
untuk pendidikan menengah. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Nico Setiawan dengan judul “Partisipasi 
komite sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler di SD 
Negeri Se-kecamatan Muntilan jurusan Manajemen pendidikan Fakultas 
Ilmu tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syuarif 
Hidayatullah Jakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut 
kepala sekolah, partisipasi komite sekolah tergolong cukup tinggi 
(58,67%), yang meliputi peran komite Sekolah sebagai badan 
pertimbangan (63,67%) dan tugas yang paling sering dilakukan adalah 
memberikan usulan mengenai sarana-sarana  yang dibutuhkan dalam 
kegiatan ekstrakurikuler (69,17%), peran sebagai badan pendukung 
(52,83%) dan tugas yang paling sering dilakukan adalah rutin mengadakan 
rapat secara berkala dengan orang tua siswa. dan yang paling sering 
dilakukan oleh komite sekolah, yaitu mensosialisasikan kebijakan dan 
program ekstrakurikuler sekolah kepada masyarakat dan menampung 
pengadaan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah dalam 
kegiatan ekstrakurikuler, masing-masing (65,83%). 
4. Penelitian yang dilakukan Elsa Mahromi dengan judul “Partisipasi komite 
sekolah dalam memajukan sekolah menengah atas Negeri 2 (SMAN 2) 
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar jurusan Kependidikan Islam 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi 
komite sekolah dalam memajukan sekolah menengah atas Negeri 2 
kecamatan kampar kabupaten kampar dikategorikan sangab baik dengan 
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persentase 81,06% karena berkisar antara 81%-100%, dari persentase 
tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi komite Sekolah dalam 
memajukan sekolah menengah atas Negeri 2 kecamatan kampar kabupaten 
kampar adalah sangat baik. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapaai 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi komite Sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan dalam urusan sarana dan prasarana di SMAN 11 
Maros? 
b. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor pendukung partisipasi komite 
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros? 
c. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penghambat komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros? 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian mengenai “Partisipasi komite Sekolah dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya:  
a. Secara Teoretis 
Kegunaan teoritis, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 
program studi strata satu (S1) dalam jurusan Manajemen Pendidikan islam pada 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dengan harapan hasil 
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penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan untuk keperluan ilmu pengetahun 
serta diharapkan mampu bermanfaat sebagai sumber inspirasi serta informasi yang 
dapat menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan partisipasi komite 
sekolah dalam penyelenggaran pendidikan di SMA 11 Maros. 
b. Secara Praktis 
Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, pemerintah serta lembaga 
pendidikan lainnya tentang partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan di SMA Negeri 11 Maros di JL.Pangkasalo Kel.Baju Badoa, 
Kec.Maroa Baru Kab.Maros. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Partisipasi 
1. Pengertian Partisipasi 
Kata partisipasi dari bahasa Inggris yaitu “Participation”, take a part, 
artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang 
lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan 
sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap 
usaha yang bersangkutan. 
Kata partisipasi diterjemahkan sebagai “keikutsertaan”, “keterlibatan”, dan 
“pembagian peran”. Kata lain partisipasi merupakan serangkaian kegiatan yang 
sistematis dan terstruktur dengan melibatkan masyarakat untuk mengambil 
inisiatif, pengambilan keputusan, pelaksanaan pengorganisasian, dan 
mengevaluasi dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang ada 
padanya.1 
Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Siti Irene Dwiningrum, 
partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiata.2 
Selain itu, partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai 
tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.3 Selain 
itu, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam 
                                                             
           1 Wahyudin Sumpeno, Sekolah Masyarakat ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.131-133. 
          2Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pendidikan (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011) h.50. 
3Lugiarti,Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program 
Pengembangan (Jakarta:Rineka Cipta, 2004) h. 78. 
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situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian 
tujuan pada tujuan dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.4 
Menurut Fredian Tonny, partisipasi adalah suatu pola sinergitas antara 
masyarakat, pemerintah, dan perusahaan (Private) yang dimaknai sebagai 
staeholders participation.5  
Soegarda Poerbakawatja memaknai partisipasi sebagai “ suatu gejala 
demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam perencanaan suatu pelaksanaan dari 
gejala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan juga ikut memikul 
tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya”. Sementara 
itu pengertian partisipasi menurut Sutarto dalam Yulianti adalah turut sertanya 
seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan 
sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai 
persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan 
melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.  Menurut 
Suryosubroto partisipasi adalah “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, 
keikutsertaan, peran serta”.  
Partisipasi adalah bantuan atau sumbangan secara suka rela baik secara 
materi maupun tenaga, ikut serta dalam permasalahan dan berperan untuk 
melaksanakan, membangun demi kebutuhan dan manfaat bersama. Pemberian 
peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam suatu proses 
                                                             
4Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desantralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pendidikan (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011) h.50. 
               5Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Masyarakat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2014) h. 237-238. 
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pembangunan dapat memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang 
berkelanjutan.6 
Partisipasi akan sangat membantu dalam memajukan suatu lembaga yang 
dapat diwujudkan dalam bentuk memaksimalkan pelaksanaan peran dan fungsi 
Komite sekolah sebagai mitra dan mediator sekolah.7 
Pendapat di atas dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto bahwa 
partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu 
kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan 
tujuan kelompok tersebut, berbagai macam definisi mengenai pengertian 
partisipasi maka dapat peneliti simpulkan partisipasi adalah keikutsertaan atau 
peran serta seseorang untuk terlibat dalam suatu kegiatan.Yulianti mengemukakan 
bahwa terdapat tiga tahapan dalam partisipasi, yang meliputi tahapan dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan perencanaan suatu kegiatan, tahapan 
dalam pelaksanaan, dan tahapan daam pemanfaatan. 
2. Bentuk Partisipasi 
Keterlibatan seseorang maupun kelompok dalam mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan sangatlah diperlukan, dan ini akan sedikit banyak membuat 
jalannya proses pendidikan lebih bisa berjalan dengan lancar. Dukungan dari 
masyarakat, orang tua, maupun pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan 
pendidikan sangatlah membantu terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri. 
Menurut Morrison dalam Soemiarti Patmonodewo mengemukakan mengenai tiga 
bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidikan yaitu: (a) Orientasi pada tugas, (b) 
                                                             
6Soetomo, Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012) h.354  
7Isjoni Ishaq, Pendidikan Investasi Masa Depan  (Jakarta: Hikayat, 2006)  h.93  
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Orientasi pada proses, (c) Orientasi pada perkembangan. Sementara itu menurut 
Megawati bahwa bentuk sumbangan seseorang dalam partisipasinya adalah:  
a. Partisipasi buah pikiran 
b. Partisipasi harta dan uang  
c. Partisipasi tenaga atau gotong-royong  
d. Partisipasi sosial 
Partisipasi dapat berjalan dengan baik, masyarakat harus memerhatikan 
beberapa prasyarat partisipasi, antara lain: 
a. Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi karena 
partisipasi sulit dilaksanakan dalam keadaan serba darurat. 
b. Pembiayaan partisipasi hendaknya tidak melebihi hasil yang akan diperoleh 
serta memerhatikan segi-segi penghematan. 
c. Pelaksanaan partisipasi harus memandang pentingnya kebersamaan kelompok 
kerja yang akan dipartisipasikan. 
d. Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif 
untuk dipartisipasikan. 
e. Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik sehingga dapat 
saling bertukar ide dengan pengertian dan bahasa yang sama. 
f. Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan atas kebebasan bekerja.8 
 
 
 
                                                             
8Megawati, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Studi di Kota Madya  (Jakarta 
Selatan Universitas Padjajaran 2008) h. 42  
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3. Tingkatan Partisipasi 
Menurut Pariata Westra dalam Suryosubroto berpendapat bahwa tingkatan 
partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:  
a. Tingkatan pengertian timbal balik, 
b. Tingkatan pemberian nasihat,  
c. Tingkatan yang berkewenangan.  
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkatan 
partisipasi sangatlah membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan, 
meskipun demikian belum tentu dalam partisipasi akan terwujud sebagaimana 
mestinya, banyak faktor yang mempengaruhi ketercapaian tingkat partisipasi 
seseorang atau masyarakat diantaranya adalah kemauan dan kesempatan untuk 
melaksanakan semua itu. Diharapkan dengan adanya tingkatan partisipasi dari 
masyarakat yang baik dapat membantu dalam proses pendidikan sehingga dapat 
tercapai tujuan pendidikan.9 
B. Komite Sekolah 
1. Pengertian Komite Sekolah 
Komite sekolah berasal dari dua kata yaitu “Komite dan Sekolah”. dalam 
kamus ilmiah populer komite adalah, badan, dewan, panitia.10 Komite adalah 
sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. 
Sedangkan Sekolah adalah sebuah tempat dimana terjadi proses belajar mengajar 
serta tempat memberi dan menerima pelajaran menurut tingkatannya masing-
                                                             
9Lugiarti , Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Proses Perencanaan Program 
Pengembangan (Jakarta:Rineka Cipta, 2004) h. 84  
 
10Tim Prima Pena Kamus Ilmiah Populer (Surabaya:GitaMedia Press Ke-1, 2006) h.256  
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masing. Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk 
menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakan dalam penyelenggaraan 
pendidikan di tingkat satuan pendidikan, karena dijadikan wadah yang 
representative, kemunculan komite sekolah diharapkan bisa mewujudkan 
peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di 
satuan pendidikan.11 
Terbentuknya komite sekolah sebagai perangkat yang ikut serta dan 
bertanggung jawab terhadap kepentingan setiap sekolah. Tanggungjawab yang 
dimaksud adalah untuk membantu sekolah mencari jalan keluar terhadap apa 
saja yang dihadapi sekolah. Keputusan menteri pendidikan nasional No. 
044/U/2002 tanggal2 April 2002 tentang  pembentukan komite sekolah, 
menjelaskan bahwa acuan pembentukan komite sekolah adalah: 
Merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam 
meningkatkan mutu, pemerataan pendidikan, dan efisiensi pengelolaan 
pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan pra sekolah, jalur 
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.12 
 
Komite sekolah adalah sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk 
menentukan visi, misi dan tujuan dari sekolah, menetapkan dan memantau 
anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, dan 
menentukan serta mengkaji kebijakan dan praktik untuk mendukung prestasi 
peserta didik. 
Komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat 
dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah.  
                                                             
11Ade Irawan, dkk, Mendatangkan Sekolah-Studi Kebijakan MBS (Jakarta:ICW, Ke-1 
2004) h.42  
12Amiruddin Siaahan, Manajemen pengawas pendidikan (Quantum Teaching, 2006) h. 
75. 
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Pembentukan komite sekolah  harus memperhatikan pembagian peran sesuai 
posisi dan otonomi yang ada.13 Komite akan dapat melaksanakan fungsinya 
sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan 
kondisi dan permasalahan lingkungan masing-masing sekolah. Adanya sinergi 
antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab 
bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun 
pendidikan, dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan aspirasi, ide dan 
partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.14 
Dasar hukum komite sekolah secara hierarkis dikemukakan dalam 
Undang-Undang No. 75  Tahun 2016 tentang komite sekolah pasal 6 ayat 1-7: 
a. Anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui 
rapat orangtua/wali siswa. 
b. Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan 
bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat 
dan/atau melalui pemungutan suara. 
c. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh 
kepala sekolah. 
d. Ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan 
berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif 
e. Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 orang dapat membentuk 
komite sekolah gabungan dengan sekolah lain yang sejenis. 
f. Pembentukan komite sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. 
g. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh 
merangkap pengurus pada komite sekolah lainnya.15 
 
Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah 
membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam 
pengolalaan pendidikan. Salah satunya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi 
                                                             
13Mulyono Dwi Wahyu, Peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan SMK 
di Kab Lamongan, Jawa Timur (Jurnal Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta ) hal. 
3. 
14Hasbullah, Otonomi pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007) h. 95 
15Undang-undang Republik Indonesia No. 75 Tahun 2006 Tentang Komite Sekolah, h.28 
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melalui dewan pendidikan dan komite sekolah yang mengacu kepada dalam 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 
menyatakan bahwa komite sekolah adalah partisipasi yang berlaku pada 
masyarakat selama ini belum diartikan secara universal. Para perencana 
pembangunan termasuk di dalamnya pejabat, pemerintah, mengartikan partisipasi 
sebagai dukungan terhadap program atau proyek pembangunan yang 
direncanakan dan di tentukan oleh pemerintah.  Besarnya partisipasi masyarakat 
sering diukur oleh seberapa besar sumbangan yang diberikan masyarakat yang 
ikut menanggung biaya pembangunan, apakah itu berupa uang atau tenaga.16 
Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa komite sekolah adalah 
badan yang anggota-anggotanya diambil dari lingkungan masyarakat dan sekolah 
yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, dan memiliki konsrtribusi yang 
besar terhadap jalannya proses pendidikan dengan perannya sebagai badan 
pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, dan badan penghubung dari 
pemerintah dan masyarakat. 
Keberadaan komite sekolah ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, 
dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu 
dibentuk dewan pendidikan satuan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi 
desantralisasi pendidikan, baik ditingkat sekolah. Amanat rakyat dalam Undang-
Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan 
                                                             
16Departemen Agama RI. Pedoman Komite Sekolah (Direktorat Jendral Kelembagaan 
Agama Islam) 2003. h.9. 
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Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 april tentang dewan pendidikan dan 
komite sekolah.17 
2. Tujuan Komite Sekolah 
Dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi 
masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli 
terhadap peningkatan kualitas sekolah maupun kualitas partisipasi sekolah. komite 
sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, 
demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai 
potensi masyarakat setempat. Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai 
suatu organisasi masyarakat sekolah (Depdiknas, Tahun 2004 No. 32) adalah 
sebagai berikut. 
a. Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 
kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 
b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
c. Menciptakan suasana, kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 
pendidikan.18 
3. Peran Komite Sekolah 
Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, tindakan yang 
dimainkan seseorang. Tapi yang dimaksud peran di sini adalah, suatu tindakan 
                                                             
17Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta:PT. Bumi Aksara) 2007, h.92.  
18Hashabullah, Otonomi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)h. 90 
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yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan.19 
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, 
jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. 
Komite ini berkedudukan disatuan pendidikan, atau beberapa satuan 
pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang 
berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan 
pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena 
pertimbangan lainnya. komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, 
tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan pemerintah.20 
Peran komite sekolah adalah tindakan yang dilakukan oleh lembaga 
komite sekolah mewadahi peran serta masyarakat mutu, pemerataan, dan 
efisiensi pengelolaan pendidikan. 
komite sekolah dibentuk dengan tujuan yang esensial seperti berikut : 
a. Mewadahi, menyalurkan aspirasi, prakarsa masyarakat dalam melahirkan 
kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 
b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 
                                                             
19Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet 
3;Jakarta: Balai Pustaka, 2003 ) h.854. 
20Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah (Cet 2; Bandung: Alfabeta cv, 2012) h. 
48-49. 
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c. Menciptakan suasana, kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam 
penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu disatuan 
pendidikan.21 
 Sejalan dengan tujuan pembentukannya, komite sekolah memiliki peran 
strategis sebagai berikut: 
a. Badan Pertimbangan 
 Komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan dalam penentuan 
dan pelaksanaan kebijakan pendidikan ditingkat satuan pendidikan, minimal 
dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Komite sekolah sebagai badan 
pertimbangan mempunyai tiga fungsi yaitu memberikan pertimbangan dalam 
perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan 
sumberdaya pendidikan. 
b. Badan Pendukung 
 Komite sekolah sebagai badan pendukung berperan dalam memberikan 
dukungan terhadap sekolah dapat bewujud finansial, pemikiran, atau tenaga 
dalam penyelenggaraan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan 
komitmen masyarakat terhadap penyelenggraan pendidikan yang bermutu. 
komite Sekolah berperan dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan 
kualitas pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
                                                             
21Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah  (Cet 2; Bandung: Alfabeta cv, 2012) 
h. 49 
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c. Badan Pengontrol 
 Komite sekolah sebagai badan pengontrol melakukan perannya dalam 
menyetujui dan memantau kegiatan penggalangan dana untuk sekolah, 
membantu dalam sistem monitoring dan evaluasi standar di sekolah, dan 
memantau pelaksanaan rekomendasi dalam laporan kinerja sekolah. Komite 
sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga fungsi yaitu mengontrol 
perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, 
dan memantau output pendidikan.22 
d. Badan Penghubung 
 Komite sekolah sebagai badan penghubung berperan dalam membantu 
pertemuan antara wali peserta didik dengan guru dan mengadakan pertemuan 
antara wali peserta didik dengan guru dan mengadakan pertemuan rutin setiap 
bulan dengan semua anggota komite sekolah. Komite sekolah sebagai badan 
penghubung mempunyai tiga fungsi yaitu menjadi penghubung antara 
masyarakat dengan sekolah dalam perencanaan pendidikan, pelaksanaan 
program sekolah, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.23 
 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U tahun 2002, tentangh 
Dewan Pendidikan (DP) dan Komite Sekolah (KS) menekankan ada empat 
fungsi yang sangat memerlukan partisipasi/ peran serta Komite sekolah, yaitu 
memberi pertimbangan (Advisory Agency, pendukung (Supporting Agency), 
pengontrol (Controling Agency), dan Penghubung (Mediating Agency. Badan ini 
                                                             
22Mulyono Dwi Wahyu, Peran Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
SMK, Kab Lamongan, Jawa Timur, h.3  
23Mulyono Dwi Wahyu, Peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan 
SMK, di Kab Lamongan, Jawa Timur, h. 3 
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lebih merupakan badan independen untuk mewadahi peran serta masyarakat 
dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, meskipun demikian dalam 
partisipasinya melaksanakan peraan dan fungsinya, dewan Pendidikan dan 
komite Sekolah harus dapat menjalin koordinasi dan kerja sama dengan lembaga 
birokrasi yang sudah ada.24 
 Sejalan dengan perannya itu, Komite sekolah memiliki beberapa fungsi 
strategis dan operasional tingkat sekolah. Pertama, mendorong timbulnya 
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang 
bermutu. Kedua, melakukan kerja sama dengan masyarakat 
(perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia induatri) dan pemerintah berkenan 
dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Ketiga, menampung, 
menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang 
diajukan oleh masyarakat. Keempat, memberikan masukan, pertimbangan, 
rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pemerintah, 
rencana anggaran pendidikan belanja sekolah (RAPBS), ktiteria kinerja satuan 
pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-
hal lain yang terkait dengan pendidikan. Kelima mendorong orang tua dan 
masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu 
dan pemerataan pendidikan. Keenam, menggalang dana masyarakat dalam 
rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Ketujuh, 
melakukan evaluasi, pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggraan, 
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 
                                                             
24Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung, 
Alfabeta, 2009) h.256  
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 Adapun keanggotaan komite sekolah disajikan sebagai berikut: 
a. Unsur masyarakat dapat berasal dari 
1) Orang tua/wali peserta didik 
2) Tokoh masyarakat 
3) Dunia usaha/industri 
4) Organisasi propesi tenaga pendidikan  
5) Wakil alumni 
6) Wakil peserta didik 
b. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan 
pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota komite sekolah  
(maksimal 3 orang) 
c. Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilang) orang 
dan jumlahnya gasal.25 
4. Pembentukan Komite Sekolah 
Komite sekolah terdiri atas orang tua/ wali murid, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, dunia usaha/ industry, organisasi profesi tenaga pendidikan/ guru, 
wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus SLTA).Anggota komite juga 
disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah 9 (Sembilan), anggota komite dapat 
melihatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan 
maksimal berjumlah 3 (tiga) orang. 
                                                             
25Sudarwan Danim, Otonomi Manajemen Sekolah, (Cet 2; Bandung: Alfabeta cv, 2012) 
h. 50 
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Syarat-syarat , hak dan kewajiban serta masa keanggotaan komite sekolah 
biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga 
(ART). 
Adapun langkah-langkah dalam pembentukan komite sekolah ditetapkan 
sebagai berikut: 
1. Prinsip pembentukan 
Pembentukan komite sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Transparan, akuntabel, dan demokratis 
2. Merupakan mitra satuan pendidikan. 
2. Mekanisme pembentukan 
1. Pembentukan panitia persiapan 
a) Masyarakat dan atau Kepala sekolah satuan pendidikan membentuk panitia 
persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 
yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan 
pendidikan, penyelenggaraan pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli 
pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industry), dan 
orang tua peserta didik. 
b) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan komite sebuah 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Mengadakan fotum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk prngurus/ 
anggota BP3, majelis sekolah, dan komite sekolah yang sudah ada) tentang 
komite sekolah menurut keputusan ini. 
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2) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan 
dari masyarakat. 
3) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat. 
4) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat 
5) Menyusun nama-nama anggota terpilih. 
6) Menfasilitasi pemilihan pengurus dan anggpta komite sekolah. 
7) Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepala satuan penddidikan 
2. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk. 
Komite sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan 
kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.26 
5. Tugas Komite Sekolah 
Komite sekolah mempunyai tugas yang harus dilaksanakan sebagai peran 
sertanya di dalam pengelolaan pendidikan, berikut tugas dari KomiteSekolah: 
Menentukan kebijakan dan melakukan pengangkatan (recruitmen) guru dan 
Kepala Sekolah. 
a) Menentukan bentuk ikatan kerja dengan guru dan kepala sekolah (kontrak atau 
tetap),dalam hal sekolah negeri usulan pengangkatannya disampaikan kepada 
Dewan Sekolah. 
b) Melakukan evaluasi, audit kinerja Guru dan Kepala Sekolah. 
c) Menentukan kriteria dan pelaksanaan pemilihan murid. 
d) Menentukan anggaran (budget) sekolah, dengan rincian penggunaannya. 
e) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap anggaran. 
                                                             
26Kepmendiknas No.044/U/2002,  h. 9 
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f) Melakukan pencarian mobilisasi dana, baik dari pemerintah (yang diajukan ke 
dewan sekolah) maupun dana dari masyarakat. 
g) Menentukan segala kebijakan yang berkaitan dengan jalannya persekolahan.  
Beberapa pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa sebagai anggota komite 
sekolah mempunyai tugas untuk memajukan kualitas mutu pendidikan 
diantaranya dengan cara ikut aktif dalam kegiatan pengelolaan pendidikan di 
sekolah seperti: menentukan kebijakan, melakukan pengawasan, melakukan 
evaluasi, dan lain-lain. 
6. Keanggotaan Komite Sekolah  
Keanggotaan komite Sekolah berasal dari unsur-unsur yang ada dalam 
masyarakat,unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, 
Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota. 
Menurut Agus Rahardjo dalam Suryosubroto tentang keanggotaan Komite 
sekolah dari unsur masyarakat dapat berasal dari komponen-komponen sebagai 
berikut: 
a. Sebagian besar anggota terdiri dari orang tua murid. 
b. Sebagian tokoh masyarakat di sekitar sekolah. 
c. Representasi dari yayasan (dalam hal sekolah swasta) 
d. Representasi guru. 
e. Representasi dari murid (dalam hal sekolah sudah memiliki murid diatas 16 
tahun) 
Anggota komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/ 
lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-
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banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota komite Sekolah 
sekurangkurangnya 9 (Sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal.27 
Pembentukan komite Sekolah harus dilakukan secara terbuka atau 
transparan, artinya pembentukan komite sekolah ini harus dilaksanakan secara 
terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga tidak terjadi 
kecurigaan dan kecemburuan sosial antar masyarakat dengan sekolah. 
7. Faktor Pendukung dan Penghambat Peranan Komite sekolah dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Faktor pendukung dan penghambat komite sekolah dalam menjalankan 
perannya: 
a. Faktor pendukung 
Bahwa untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu 
adanya dorongan atau dukungan baik dari pemerintah, pihak sekolah dan komite 
sekola, yakni: 
1) Transparan berarti pembentukan komite sekolah dilakukan secara terbuka, 
diketahui oleh masyarakat lingkungan sekolah mulai dari tahap persiapan, 
pembentukan panitia kriteria calon, pengumuman calon, proses pemilihan 
sampai dengan penyampaian hasil penilaian kepada masyarakat. 
2) Akuntable dalam arti pembentukan komite sekolah yang dilakukan oleh         
pelaksana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara 
substansi maupun secara fungsional. 
                                                             
27Depdiknas 2004, h.18 
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3) Demoktaris berarti pembentukan komite sekolah dilakukan dengan 
melihatkan seluruh masyarakat khususnya masyarakat lingkungan sekolah, 
baik secrara musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara.28 
b. Faktor penghambat 
Lembaga Komite sekolah ada dan dibentuk disetiap sekolah di Indonesia. 
Tetapi keberadaan Komite sekolah terutama di daerah tertinggal masih banyak 
menghadapi beberapa hambatan. Penyebabnya antara lain: 
1) Pelaksanaan dan fungsi komite sekolah tidak selalu dapat memenuhi 
harapan. 
2) Pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah masih sangat variatif, disatu 
pihak ada komite sekolah yang masih melanjutkann peran dan fungsi BP3 
yang sering disebut sebagai stempel Kepala sekolah dan adapula komite 
sekolah yang justru diikuti oleh Kepala sekolah.29 
C. Penyelenggaraan Pendidikan Sarana dan Prasarana 
1. Pengertian Penyelenggaraan pendidikan 
Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang 
mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai 
dengan kewenangan Pemerintah Daerah.30 
2. Prinsip-prinsip Dasar Penyelenggaraan Pendidikan 
a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 
nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
                                                             
28Sri Renani Panjastuti, Komite Sekolah,(Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008) h. 84. 
29Sri Renani Panjastuti, Komite Sekolah,(Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008) h. 84. 
30Tirtarahardja Umar,  Pengantar Pendidikan (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2010) 
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b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan 
sistem terbuka dan multimakna. 
1) Pendidikan sistem terbuka: fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian 
program lintas satuan dan jalur pendidikan 
2) Pendidikan multimakna: proses pendidikan yang diselenggarakan dengan 
berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan 
kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup 
c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 
kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 
pembelajaran. 
e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, 
menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen 
masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
layanan pendidikan. 
3.  Sarana dan Prasarana Pendidikan 
 Dalam Al-Qur’an, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pentingnya 
sarana dan prasarana atau alat dalam pendidikan. Makhluk Allah berupa hewan 
(lebah) yang dijelaskan dalam Al-Qur’an juga bisa menjadi alat dalam pendidikan 
seperti yang terkandung dalam surah An-Nahl: 68-69. 
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                         
 
 
Terjemahnya:  
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di 
pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",. kemudian makanlah 
dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah 
dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-
macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 
orang-orang yang memikirkan.31 
 
 Ayat di atas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi 
orang-orang yang berfikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya 
meningkatkan keimanan dan kedekatan (taqarrub)  seorang hamba kepada Allah 
SWT. 
Sarana dan prasarana sebagai badan integral dari keseluruhan kegiataan 
pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran dalam 
pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Agar 
pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan berdaya guna efektif dan efisien, 
diperlukan suatu analisis kebutuhan yang tepat di dalam perencanaan 
pemenuhannya.32 
Sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu 
organisasi, institusi ataupun lembaga pendidikan, tanpa adanya sarana dan 
                                                             
31Al-Qur’an dan terjemahannya, Op. Cit. h.481  
32Amirin Tatang M, Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan (Jakarta: PT. Grafindo 
Persada, 2011) h.50 
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prasarana yang mendukung maka proses pendidikan tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses 
belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian 
tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancer, efektif, teratur dan efisien, 
misalnya gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat media pengajaran. 
Adapun yang dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung 
menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 
taman, jalan, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar 
mengajar, seperti taman untuk pengajaran bagi biologi, halaman sebagai lapangan 
olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.33 
Secara etimologis ( bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk 
mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, 
lapangan olah raga dan keuangan. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai 
tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan dan labotarium. 
Dasar hukum sarana dan prasarana di sekolah secara hierarkis 
dikemukakan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional pasal 45 ayat 1 dan 2: 
a. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan 
prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 
emosional dan kejiwaan peserta didik. 
b. Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada 
semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan peraturan pemerintah.34 
 
                                                             
33Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.119  
34Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan PPRI Tahun 2005, Op.Cit, h.23  
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Sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua kemampuan yang 
secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan 
untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan menteri 
P dan K No. 079 tahun 1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok yaitu: 
a. Bangunan dan perabot sekolah. 
b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga dan labotarium. 
c. Media pendidikan, media yang menggunakan alat penampil dan medai yang 
tidak menggunakan alat penampil. 
Sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan guru 
untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut siswa 
sarana pendidikan adalah segala macam yang digunakan siswa untuk 
memudahkan mempelajari mata pelajaran.35 Prasarana pendidikan adalah segala 
macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan siswa 
untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan.36 
Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikn adalah pada fungsi 
masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk “memudahkan penyampaian/ 
mempelajari materi pelajaran.” Sedangkan prasarana pendidikan untuk 
“memudahkan penyelenggaraan pendidikan.”  
Standar yang digunakan sebagai acuan dan kriteria disebutkan di Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab IX yang menjelaskan bahwa Standar Nasional 
Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompotensi lulusan, tenaga 
                                                             
35Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 1993) h.81 
36M. Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta:PT Rineka, 2006) h. 51   
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kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolalaan, pembiayaan, dan penilaian 
yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 
Salah satu standar tersebut yaitu sarana dan prasarana sebagai upaya 
pemenuhan fasilitas pendidikan untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah 
dengan berbagai jenjang. Sesuai Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan 
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 tentang sarana dan 
prasarana pendidikan yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal 
dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang amemenuhi keperluan 
pendidikan sesuai dengan pertumbuhan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, 
emosional, dan kejiwaan siswa. Keberhasilan pembelajaran di sekolah didukung 
dengan adanya pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada 
secara efektif dan efisien. Pendayagunaan semua sarana dan prasarana harus 
dilakukan proses manajemen yang sering disebut dengan istilah pengelolaan.37 
Depdiknas telah membedakan antara sarana dan prasarana pendidikan. 
sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yaitu 
secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. berkaitan dengan 
ini, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara 
tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah.38  
 
                                                             
37Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dab Masalah (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2006) h. 2.  
38Barnawi dan M. Arifin, Sarana dan Prasarana Sekolah (Yogyakartya:Ar Ruzz Media, 
2012) h.47-47  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu 
penelitian yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh 
secara aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat yang saling mempengaruhi serta 
menjelaskan hubungan dari permasalahan yanag sedang diteliti.1 
Lokasi penelitian ini adalah pada salah satu sekolah yang ada di JL. 
Pangkasalo Kel. Bajo Badoa, Kec. Maros Baru Kab. Maros Sekolah SMA Negeri 
11 Maros. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, 
direkomendasi oleh jurusan untuk meneliti di tempat yang berkualitas tinggi di 
bidang pendidikan. Kedua, sekolah ini merupakan sebuah sekolah yang benar-
benar sudah diakui oleh Diknas provinsi Sulawesi Selatan sebagai sekolah yang 
bermutu, berkualitas, dan berprestasi di bidang pendidikan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Ditinjau dari jenis datanya dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud untuk mengetahui atau 
menggambarkan kenyataan atau kejadian yang diteliti dengan cara 
mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kepada suatu konteks khusus 
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.2 
Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti bermaksud mendeskripsikan 
keadaan atau fenomena yang sebenarnya tentang: Partisipasi komite sekolah 
                                                             
1Husaini usman dan Purnomo setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003) h.81 
2Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2006) h.16 
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dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros, dengan 
mengadakan observasi atau pengamatan lapangan untuk memperoleh data dan 
informasi selengkap mungkin yang berkaitan erat dengan objek penelitian. 
C. Sumber Data 
Sumber data adalah diperoleh sesuai dengan klarifikasi data yang 
dikemukakan, adapun sumber data disini adalah person (narasumber) merupakan 
sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui 
wawancara dari pihak sekolah yaitu Kepala sekolah, Ketua Komite sekolah, 
sekretaris Komite sekolah, Bendahara Komite sekolah, Wakasek sarana dan 
prasarana, Wakasek Humas, dan Anggota Komite sekolah. 
  Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sumber Data Primer 
  Data Primer adalah data yang diambil dari peneliti kepada sumber-sumber 
nyata tanpa adanya perentara. Sumber yang dimaksud dapat berupa benda-benda, 
atau manusia. Misalnya dari individu atau perorangan dan yang lainnya yang 
merupakan sumber utama data penelitian. 
 Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan dengan pertimbangan 
tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa, sehingga akan memudahkan 
peneliti mempelajari objek yang diteliti.3 
 Dalam hal ini penentuan informan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
a.  Kepala sekolah SMA Negeri 11 Maros 
                                                             
3Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
2016) h.218. 
41 
 
b.  Ketua Komite sekolah  
c. Sekretaris Komite sekolah 
d.  Bendahara Komite sekolah 
e. Anggota Komite sekolah 
f. Wakasek Sarana dan Prasarana 
g. Wakasek Humas 
2. Data sekunder 
  Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri atau data yang 
diperoleh secara langsung melalu perentara (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). 
Misalnya, data-data yang diperoleh dari: gambaran umum dari publik, koran, 
majalah, keterangan-keterangan atau brosur dan publikasi lainnya. Jadi, data 
sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya melewati satu 
atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti 
mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang ada di SMA Negeri 11 
Maros. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
peneliti menggunakan beberapa instrumen atau pengumpulan data berupa, metode 
wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi.  
1. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan quisioner. Kalau 
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wawancara dan quisioner sering berkomunikasi dengan orang, maka observasi 
tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. 
 Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secra teliti, serta pencatatan 
secara sistematis.4 
 Adapun data yang diamati dalam penelitian ini adalah Partisipasi komite 
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros dan dalam 
hal ini peneliti mengobservasi, Kepala sekolah, Ketua Komite sekolah, Sekretaris 
Komite dan Guru. Dalam hal ini penulis menggunakan catatan dalam 
mengumpulkan hasil observasi. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai akan 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Menurut singarimban, wawancara adalah suatu proses interaksi dan 
komunikasi. Dalam hal ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang 
berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, informan, 
topic penelitian yang tertian dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. 
Tujuan adalah mengkaji lebih dalam atau lebih fokus tentang hal-hal yang 
dibicarakan dalam tahapan teknik wawancara, adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan informan yang diwawancarai. 
b. Persiapan wawancara dengan menetapkan garis besar pertanyaan 
                                                             
4Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik(Jakarta: PT Bumi 
Aksara, 2014) h. 143 
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c. Menetapkan waktu 
d. Melakukan wawancara dan selama proses peneliti berusaha memelihara 
hubungan yang wajar sehingga hasil yang diperoleh memuaskan. 
e. Mengakhiri wawancara dengan segera menyalin dalam transkip wawamcara. 
Beberapa penjelasan di atas, maka penulis akan mewawancarai Kepala 
sekolah, Ketua Komite sekolah, Sekretaris Komite, dan Guru di SMA Negeri 11 
Maros. 
3. Dokumentasi 
 Tidaklah penting dari metode-metode lain, yaitu metode-metode 
dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk 
lisan, tulisan dan karya bentuk. 
 Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 
dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun 
elektronik.5 
Berdasarkan teknik dokumentasi di atas, peneliti dapat memperoleh 
informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi peneliti dapat memperoleh 
informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada 
informasi. Data-data dokumentasi yang diteliti adalah: Partisipasi Komite sekolah 
dalam penyelenggaraan pendidikan di SMAN11 Maros. 
 
 
 
                                                             
5Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian pendidikan, h.221 
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E. Instrumen Penelitian 
 Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri.6Instrumen sebagai alat bantu untuk dipakai melaksanakan 
penelitian dan disesuaikan dengan metode yang diinginkan agar mempermudah 
bagi peneliti untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Instrumen penelitian 
adalah alat bantu yang dipilih untuk digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 
mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 
olehnya.7 
Adapun instrumen yang dipakai melaksanakan penelitian yang 
disesuaikan dengan metode yang digunakan antara lain: 
1. Pedoman observasi yaitu berupa catatan dan peralatan untuk 
mengobservasi objek terkait dan objek yang ada di SMA Negeri 11 Maros. 
2. Pedoman wawancara yaitu peneliti membuat pertanyaan wawancara untuk 
memudahkan peneliti dalam berdialog atau mendapatkan data dari 
informan dengan model wawancara bebas. 
3. Dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data tentang partisipasi Komite 
Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 maros. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Penelitian 
Analisis data adalah proses pencarian dan pengantaran secara sistematik 
hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 
                                                             
6Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D 
(Bandung:Alfabeta, 2013) h. 305 
7Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch, (Yogyakarta:Fakultas Psikologi Universitas Gajah 
Mada), h. 70. 
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meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 
memungkinkan apa yang ditemukan.8 
1. Reduksi data 
Resduksi data adalah pemilihan, pemusatan perhatian, dan hasil 
transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis hasil 
observasi dan wawancara awal. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data 
yang tersedia dari berbagai sumber yakni dari wawacara, observasi, serta 
dokumentasi. 
2. Sajian data 
Penyajian data adalah penyajian data yang dilakukan dalam wujud 
sekumpulan data atau informasi yang telah tersusun rapu sehingga dapat lebih 
mudah ditangkap maknanya dan dapat disajikan dalam bentuk yang lebih mudah 
dipahami. Penyajian data yang diperoleh kepada sejumlah matriks daftar ketegori 
setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks 
naratif, biasanya kita mendapat data yang banyak. Data yang kita dapat tidak 
mungkin kita paparkan secara keseluruhan. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Setelah data yang terkumpul direduksi, yang selanjutnya disajikan, maka 
langkah akhir dalam menganalisis dari reduksi data, display data sehingga data 
dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. 
Sejak awal penelitian hingga memasuki lokasi penelitian dan selama proses 
pengumpulan data, peneliti sudah berusaha menganalisis kondisi dan hasil dari 
                                                             
8Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatis Teori dan Praktik, h. 210 
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pengamatan kemudian mengambil kesimpulan, tetapi kesimpulannya bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang akurat untuk 
mendukung pengumpilan data berikutnya. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pada penelitian ini yang dicari adalah kata-kata, maka tidak mustahil ada 
kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan 
yang sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredebilitas informannya, 
waktu pengungkapan dan kondisi yang di alam dan sebagainya. Maka perlu 
melakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara dan waktu. Sehingga ada dikatakan triangulasi dari sumber, 
triangulasi dari teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.9 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga triangulasi tersebut 
diantaranya: 
1. Triangulasi sumber adalah menguji kredebilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 
2. Triangulasi teknik adalah menguji kredebilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 
Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan 
dokumentasi. 
3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredebilitas data dapat dilakukan dengan 
cara melakukan pengecekan atau wawancara, observasi atau teknik lain dalam 
waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 
                                                             
9Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta 
2011) h. 170 
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berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 
kepastian datanya.10 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan pemeriksaan data 
dengan cara membandingkan hasil observasi atau pengamatan langsung di 
lapangan dengan hasil wawancara informan melalui tanya jawab, data hasil 
wawancara dengan data dokumentasi di lapangan, dan data hasil observasi dengan 
data dokumentasi yang peneliti peroleh di lapangan sehubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
                                                             
10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D(Bandung: Alfabeta 2016) 
h. 274. 
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         BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan alternatif bagi banyak orang tua 
dan masyarakat untuk ikut melibatkan putra-putrinya dalam dunia pendidikan. 
Setiap daerah tenru mempunyai sekolah yang mampu menunjang pendidikan anak 
menjadi semakin berkualitas dengan sejumlah program yang telah disediakan. 
SMA Negeri 11 Maros sebagai lembaga pendidikan umum setingkat dengan 
sekolah menengah atas yang memiliki keunggulan tersendiri dalam pendidikan. 
SMA Negeri 11 Maros adalah sekolah yang terletak di Jln.Pakkasolo 
Kec.Maros baru, Kab.Maros sekitar kurang lebih 40km dari kota Makassar. SMA 
Negeri 11 Maros terletak di daerah pesawahan bagian barat di Kab.Maros warga 
sekitaran sekolah ini kebanyakan berprofesi sebagai PNS, petani, nelayan dan 
wiraswasta. 
SMA Negeri 11 Maros sering disebut SMANSES, sekolah ini dibangun 
pada tahun 2006 yang awalnya bernama SMA Negeri 1 Maros Baru yang 
disingkat SMABAR, pada waktu itu peserta didik yang mendaftar sebagai 
angkatan pertama hanya kurang lebih 50 peserta didik, tetapi seiring berjalannya 
waktu sampai sekarang jumlah peserta didik yang terdaftar itu sudah meningkat 
hingga sampai 200 peserta didik. Pejabat Kepala sekolah yang terdaftar mulai 
awal sampai sekarang yaitu: Drs. H.M. Muslimin, M.Pd. pada tahun 2006-2009, 
Drs. Arifin Ali, M.Hum. pada tahun 20010-2012, Takbir, S.Pd., M.Pd. pada tahun 
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2013-2015, Drs. Arifin Ali, M.Hum. pada tahun 2016-2018, dan Drs. Muhammad 
Said, M.Pd. pada tahun 2019-sekarang.1 
Kondisi wilayah di SMA Negeri 11 Maros merupakan daerah pertanian 
dan sebagian besar orang tua siswa  bermata pencaharian sebagai pegawai negeri 
sipil, petani, nelayan, dan wiraswasta. Peserta didik di SMA Negeri 11 Maros 
berasal dari wilayah sekitar kecamatan maros baru.2 
1. Profil Sekolah 
a. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Maros 
NPSN: 40308325 
NSS: 301190102023 
Status Sekolah: Negeri 
Jenjang Pendidikan: SMA 
Status Akreditasi: A (amat baik) 
Alamat Sekolah: Pangkasolo 
Kode pos: 90151 
Kelurahan: Bajubadoa 
Kecamatan: Maros baru 
Kabupaten: Maros 
Provinsi: Sulaweai Selatan 
Negara: Indonesia 
 
                                                             
1Dokumen Kurikulum SMA Negeri 11 Maros, diambil pada tanggal  19 Agustus 2019  
2Dokumen Kurikulum SMA Negeri 11 Maros, diambil pada tanggal 19 Agustus 2019 
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b. Data Lengkap 
SK Pendirian Sekolah: 420.3/43/KEP/DP/2006 
Tanggal SK Pendidikan: 31 Mei 2006 
Status Kepemilikan: Pemerintah 
SK Izin Operasional: 22/III/2007 
Kebutuhan khusus dilayani: Tidak ada 
Nama Bank: BRI 
Cabang/Unit: 4969 Unit petuade Maros 
Rekening atas nama: SMA Negeri 11 Maros Baru 
Luas Tanah (M2): 10.000 M2 
Nama wajib pajak: SMA Negeri 11 Maros 
NPWP: 00.610.861.7-809.000 
c. Kontak Sekolah 
Nomor telepon: 082-192-548-288 
Nomor fax: - 
Email: sman11maros@gmail.com 
Website: www.sman11maros.sch.id 
d. Data Periodik 
Waktu penyelenggaraan: Pagi 
Bersedia menerima BOS: Bersedia 
Sertifikasi ISO: - 
Sumber listrik: PLN 
Daya listrik: 4400 kilowat 
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Akses internet: Ada 
Akses internet alternatif: Jaringan 4D 
2. Visi dan Misi SMA Negeri 11 Maros 
a. Visi SMA Negeri 11 Maros 
Mewujudkan manusia unggul, berprestasi dilandasi IMTAQ dan IPTEKS 
serta berwawasan global. 
b. Misi SMA Negeri 11 Maros 
1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta 
menciptakan Budaya Baca 
2) Membudayakan Sifat Sipakatau dengan prinsip LILU SIPAKAINGE, 
REBBA SIPAKATOKKONG, MALI SIPARAPPE  
3) Membentuk kepribadian yang tangguh berdasarkan IMTAQ dan IPTEK. 
4) Mengembangkan Manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (MBS) 
dengan menggalang pertisifasi masyarakat. 
5) Menciptakan iklim dan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam 
upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 
6) Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
terhadap tugas pokok dan fungsinya. 
7) Mewujudkan pelayanan yang prima bagi seluruh komponen terkait. 
8) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 
pembelajaran dan administrasi sekolah.  
9) Memanfaatkan sarana ibadah yang ada dan mengadakan pengajian sekali 
sebulan sebagai upaya untuk meningkatkan kwalitas iman. 
52 
 
 
3. Tujuan SMA Negeri 11 Maros 
Tujuan sekolah merupakan penjabaran misi agar pelaksanaannya bisa 
lebih komunikatif dan terukur. Tujuannya yaitu sebagai berikut: 
a. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling secara 
optimal. 
b. Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan.  
c. Meningkatkan rata-rata nilai Ujian Sekolah dan Ujian Nasional.  
d. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik melalui berbagai kegiatan 
lomba, baik tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Nasional. 
e. Menerapkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) yang terintegrasi 
dengan mata pelajaran. 
f. Memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah yang 
efektif, transparan dan akuntabel. 
g. Mengaktifkan pembinaan keagamaan dan kesiswaan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 
h. Memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga pendukung, masyarakat dan 
stakeholders melalui komite sekolah 
i. Membiasakan warga sekolah mencintai dan memelihara lingkungan melalui 
kegiatan kerja bakti (bakti sosial). 
j. Menyediakan sarana dan prasarana fisik dan non fisik sesuai kebutuhan 
sekolah. 
k. Meningkatkan pengelolaan manajemen administrasi sekolah melalui 
penerapan sistem PAS/SIM/Dapodikmen 
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l. Meningkatkan persentase lulusan pada Perguruan Tinggi Negeri 
4. Gambaran Umum Komite Sekolah 
 Komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros kec.Maros baru kab.Maros pada 
tanggal 30 juni 2018 memasuki kepengurusan baru periode 2018-2021.  
 Komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros kec.Maros baru kab.Maros 
terdiri dari unsur berbagai elemen masyarakat diantaranya orang tua siswa, guru 
serta siswa-siswi itu sendiri. Komite sekolah sebelumnya kepengurusan yang baru 
telah memberikan banyak bantuan kepada sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Kepengurusan Komite sekolah yang telah memberikan bantuan 
berupa sumbangan untuk mendirikan Mushollah, aula, parkiran motor dan kantor. 
 Keberhasilan dalam memberikan bantuan berasal dari kepedulian orang 
tua siswa yang dibantu oleh Komite sekolah sehingga tercapainya tujuan yang 
ingin dicapai tanpa pemaksaan dari pihak Komite sekolah. 
5. Sarana Prasarana 
Kegiatan belajar mengajar akan berlansung dengan baik apabila kebutuhan 
yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar tersebut memadai. Sarana 
prasarana adalah alat penunjang dalam pendidikan untuk mencapai terlaksananya 
proses belajar mengajar. 
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Tabel 1 
Sarana dan Prasarana 
NO Sarana dan Prasarana Jumlah 
1 Ruang Kepala Sekolah dan Wakilnya 1 unit 
2 Ruang Guru 1 unit 
3 Ruang Tata Usaha 1 unit 
4 Ruang Kelas 19 unit 
5 Ruang Bimbingan Konseling 1 unit 
6 Ruang Osis 1 unit 
7 Perpustakaan 1 unit 
8 Laboraturium 3 unit 
9 Musholla 1 unit 
10 WC 6 unit 
Sumber data: hasil observasi dan dokumentasi SMA Negeri 11 Maros 
Tabel 2 yang dibuat oleh Komite Sekolah 
Bangunan sekolah Baiaya yang dikeluarkan Tahun 
1.Kantor dan Ruang Kepala Sekolah Rp 180.000.000,00 2009 
2. Mushollah Rp 230.000.000,00 2012 
3. Aula Rp 97.000.000,00 2016 
4. Parkiran Rp 10.000.000,00 2007 
 
Sarana dan prasarana pada setiap lembaga pendidikan merupakan hal yang 
penting dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan seperti 
dibidang tata usaha, proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi. 
Dari hasil data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana 
SMA Negeri 11 Maros sudah hampir memenuhi standar dan bisa dikatakan 
sebagai sekolah yang ideal di kabupaten Bulukumba bahkan diprovinsi sekalipun. 
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Serta proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik karna ditunjang denngan 
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung. 
B. Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan dalam 
urusan Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 11 Maros 
Komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros ini memasuki pada tahun 2018-
2021, dimana masa penjabatan komite sekolah hanya 3 tahun sekali tetapi di SMA 
Negeri 11 Maros masa penjabatan Komite sekolah 6 tahun karena tidak ada yang 
mau menjabat jadi ketua komite di SMA Negeri 11 Maros. 
Komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros melaksanakan program-
programnya tentunya tidak lepas dari peran orang tua siswa atau masyarakat yang 
diwakili oleh komite sekolah, karena komite sekolah adalah salah satu wadah 
untuk menyalurkan aspirasi orang tua siswa atau masyarakat dalam rangka 
meningkatkan pelayanan sekolah. proses pembentukan komite sekolah dibentuk 
melalui musyawarah, antara orang tua siswa atau masyarakat, dan pihak sekolah 
melalui pemilihan suara terbanyak. Adanya pembentukan komite sekolah maka 
SMA Negeri 11 Maros dapat menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan baik 
antara orang tua siswa atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang diharapkan 
pihak sekolah, orang tua siswa atau masyarakat. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada pelaksanaan program-
program sekolah dan pengadaan sarana dan prasana yang belum lengkap, dapat 
dilihat bahwa partisipasi komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros sangatlah aktif. 
Hal ini dibuktikan ketika program-program dan pengadaan sarana dan prasana 
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dapat dilaksanakan dengan baik. Partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting karena sebagian dari sarana 
prasana di sekolah SMA Negeri 11 maros merupakan bantuan dari komite sekolah 
dan untuk mengatasi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di 
lingkungan sekolah. untuk mencapai terbentuknya komite sekolah dan tujuan 
yang ingin dicapai, orang tua siswapun ikut serta dalam pembentukan komite 
sekolah dan ikut menyumbangkan dana sesuai kesepakatan orang tua siswa tanpa 
paksaan dari pihak komite sekolah. 
Seperti halnya yang dikatakan Ketua komite sekolah Muhammad Natsir 
dan bendahara komite ST. Fausiyah Asri, S.Pd SMA Negeri 11 Maros 
mengatakan bahwa: 
Partisipasi komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros mengatasi dan 
memperbaiki apa yang kurang di lingkungan sekolah dan memberikan ide 
dalam penambahan pembangunan sekolah seperti (Aula, Kantor, Ruang 
Kepala sekolah, Mushollah, dan Parkiran) serta orang tua siswa ikut 
berpartisipasi dalam pembangunan sekolah.3 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Anggota komite sekolah Abdul Kadir 
Karim, S.Pd Mengatakan: 
Pembangunan yang ada di lingkungan sekolah berdiri karena adanya 
partisipasi dari komite sekolah dan partisipasi dari orang tua siswa yang 
sudah di bentuk dalam pembentukan komite sebelumnya,4 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Sekretaris komite sekolah Diana 
mengatakan bahwa: 
Komite sekolah sudah di bentuk dan menambah bangunan yang belum ada 
sepenrti Aula, Kantor, Ruang Kepala sekolah, Mushollah dan Parkiran, 
                                                             
3Muhammad Natsir, Ketua Komite dan ST.Fausiyah  Asri Bendahara Komite  Sekolah 
SMA  Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 13 September 2019  
4Abdul Kadir Karim, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 
Maros, 14 September 2019  
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seperti yang sudah disepakati menambah sarana dan prasarana sekolah, 
dan orang tua siswa ikut menyumbangkan dana partisipasi terhadap 
sekolah. Komite sekolahpun dan orang tua siswa bekerjasama tanpa 
pemaksaan dari pihak sekolah.5 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Anggota Komite Sekolah A.Arni 
Siefach, S.Pd mengetakan bahwa: 
Penambahan pembangunan sekolah seperti Aula, Kantor, Ruang Kepala 
sekolah, Mushollah dan Parkiran itu sudah terlaksana sesuai yang 
diharapkan, hal ini karena komite sekolah sangat membantu untuk 
pengadaan sarana dan prasana dan orang tua siswa ikut berpartisipasi 
terhadap pengadaan sarana dan prasana di lingkungan sekolah.6 
Partisipasi komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros sangatlah penting 
karena membantu mengadakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran 
proses belajar mengajar di SMA Negeri 11 Maros. Komite sekolah bekerja sama 
dengan orang tua siswa mengadakan sarana prasana seperti pembangunan Aula, 
Kantor, Ruang Kepala sekolah, Mushollah dan Parkiran. Orang tua siswa ikut 
berpartisipasi tanpa ada paksaan dari pihak sekolah. 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua komite Sekolah SMA Negeri 11 
Maros dalam hal ini Muhammad Natsir Mengatakan bahwa: 
Sekolah SMA Negeri 11 maros memang membutuhkan bantuan dari 
partisipasi masyarakat atau orang tua siswa, tetapi di bantu dengan pihak 
komite sekolah karena hanya komite sekolah yang berhak meminta 
partisipasi dari Masyarakat, karena bantuan dari pemerintah hanya 20% 
(Dana Bos) sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak 
sekolah oleh karena itu partisipasi komite sekolah bekerja sama dengan 
orang tus siswa sehingga kegiatan-kegiatan yang akan diadakan berjalan 
dengan lancar seperti ujian semester dan ujian nasional untuk konsumsi 
                                                             
5Diana Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros,  Wawancara, Maros, 21 
September 2019 
6A.Arni Siefach Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 
28 September 2019 
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para pantia dan melengkapi sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 
Maros.7 
Seperti halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros Mahmud, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Bahawa pembentukan komite sekolah itu sangat penting karena adanya 
pembentukan komite sekolah kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan 
baik dan penambahan bangunan sarana dan prasarana di SMA Negeri 11 
Maros terlaksana, karena adanya partisipasi komite sekolah antara orang 
tua siswa atau masyarakat.8 
Seperti halnya yang dikatakan anggota komite sekolah SMA Negeri 11 
Maros Hasan Ismail, S.Pd.I yang mengatakan bahwa: 
Partisipasi komite sekolah dan orang tua siswa di SMA Negeri 11 Maros 
dapat mengatasi dan memperbaiki apa yang kurang di lingkungan SMA 
Negeri 11 Maros seperti sarana dan prasarana penambahan bangunan 
Aulah, kantor, mushollah dan parkiran motor.9 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Wakil Kepala sekolah bidang Sarana 
prasarana Dayawih S.pd dan Sekretaris komite sekolah Diana yang mengatakan 
bahwa: 
Partisipasi komite sekolah sangat dibutuhkan oleh  karena itu sarana dan 
prasarana yang ada di sekolah itu dari partisipasi komite sekolah dan orang 
tua siswa, Namun disini masih kurang terlibat kerjasamanya antara orang 
tua siswa dan sekolah.10 
Sekolah SMA Negeri 11 Maros membutuhkan partisipasi masyarakat atau 
orang tua siswa karena bantuan dari pemerintah hanya 20%  maka dari itu 
partisipasi masyarakat dibutuhkan oleh Sekolah SMA Negeri 11 Maros dan 
                                                             
7Muhammad  Natsir Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 
13 September 2019  
8Mahmud, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 14 
September 2019  
9Hasan Ismail, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 13 
September 2019  
10Dayawih, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana dan Diana Sekretaris Komite 
Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 21 September 2019 
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bekerja sama oleh pihak komite sekolah sehingga sarana dan prasana yang belum 
ada dibantu oleh pihak komite sekolah dan orang tua siswa ikut berpartisipasi 
mengadakan sarana prasarana yang belum lengkap. 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua komite sekolah SMA Negeri 11 
Maros Muhammad Natsir Mengatakan bahwa: 
Rapat anggaran dana komite sekolah dilakukan secara transparan(terbuka) 
, sebelum dirapatkan agar tidak ada permasalahan nantinya maka dari itu 
Komite sekolah melakukan rapat dengan cara terbuka. Antara komite 
sekolah dan sekolah baik dari dana bos dan dana dari komite untuk 
menambah bangunan sarana dan prasana yang belum lengkap di SMA 
Negeri 11 Maros agar proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan.11 
 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 11 Maros 
Drs. M. Said, M.Pd dan Sehuddin, S.Pd., M.Pd wakil Kepala sekolah bidang 
kesiswaan yang menagatakan bahwa: 
Bentuk-bentuk komite sekolah yang ada di SMA Negeri 11 Maros yaitu 
yang pertama bentuk partisipasi buah pikiran, Komite sekolah memberikan 
ide dalam penambahan pembangunan sekolah (Aula, Kantor, Ruang 
Kepala sekolah, Mushollah dan Parkiran). yang ke dua bentuk partisipasi 
uang, Komite sekolah memberikan sumbangsi dana dalam kelengkapan 
sarana dan prasarana, komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan 
kesepakatan mengenai pembayaran partisipasi orang tua siswa terhadap 
sekolah setiap tahun dan orang tua siswa diberi keringanan untuk 
membayar setengah pertahun dan sudah dipersetujukan dari orang tua 
siswa dan tidak ada pemaksaan oleh pihak sekolah, komite sekolah 
memberikan dana terhadap operasional sekolah (Pegawai honorer dan 
satpam). yang ketiga  bentuk partisipasi tenaga atau gotong royong. 
Komite sekolah ikut bergotong royong dalam pembangunan Mushollah, 
komite sekolah ikut serta dalam kegiatan sabtu bersih di lingkungan 
sekolah. dan yang ke empat bentuk partisipasi sosial, komite sekolah 
membantu masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 
memperbaiki situasi dan kondisi lingkungan sekolah dan komite sekolah 
                                                             
11Muhammad  Natsir  Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 
Maros, 13 September 2019 
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ikut serta mensosialisasikan sekolah SMA Negeri 11 Maros pada 
masyarakat.12 
Sama halnya yang dikatakan oleh Bendahara komite sekolah St.Fausiyah 
Asri, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Bentuk partisipasi buah pikiran sangat membantu komite sekolah berupa 
ide, pendapat atau buah pikiran, baik untuk menyusun program maupun 
untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga penambahan 
bangunan sekolah dalam bentuk pembangunan Aula, Kantor, Ruang 
Kepala sekolah, Parkiran Motor, dan Mushollah.13 
Sama halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah Hasan Ismail, 
S.Pd. I yang mengatakan bahwa: 
Adanya partisipasi buah pikiran komite sekolah memberikan ide atau 
pengalaman untuk mewujudkan berjalannya partisipasi komite sekolah di 
SMA Negeri 11 Maros seperti kigiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA 
negeri 11 Maros, dan pembangungan sarana dan Prasana.14 
Seperti halnya yang dikatakan Wakasek Sarana dan Prasarana SMA 
Negeri 11 Maros Dayawih, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Adanya bentuk partisipasi uang komite sekolah memberikan sumbangsi 
dana dalam kelengkapan sarana dan prasarana, guna untuk memperlancar 
usaha bagi pencapaian kebutuhan Komite sekolah yang memerlukan 
bantuan.15 
 
 
 
                                                             
12Muh Said Kepala Sekolah dan Sehuddin Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 11 Maros, 
Wawancara, Maros, 28 September 2019 
13St.Fausiyah  Bendahara Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara,13 
September 2019 
14Hasan Ismail, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 13 
September 2019  
15Dayawih, Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana SMA Negeri 11 Maros, 
Wawancara, 21 September 2019  
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Seperti halnya yang dikatakan oleh Sekretaris SMA Negeri 11 Maros 
Diana yang mengatakan bahwa: 
Komite sekolah dan orang tua siswa mengadakan kesepakatan mengenai 
dana partisipasi siswa sebanyak Rp.1.200.000 pertahun dan untuk 
meringankan orang tua siswa bisa dibayar 2x setahun.16  
Seperti halnya yang dikatakan Bendahara komite sekolah SMA Negeri 11 
Maros St.Fauziyah Asri, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Adanya bentuk partisipasi uang sangat membantu Sekolah SMA Negeri 11 
Maros, karena komite sekolah memberikan dana terhadap operasional 
sekolah seperti pegawai honorer dan satpam, setiap bulan diberi gaji 
sebanyak Rp.300.000per bulan.17 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Anggota komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros Mahmud, S.Pd yang mengatakan: 
Bentuk partsipasi tenaga atau gotong royong, komite sekolah ikut 
bergotong royong atau memberikan tenaga untuk membantu pembangunan 
mushollah dan bekerja sama dengan orang tua siswa atau masyarakat di 
SMA Negeri 11 Maros.18 
Seperti halnya yang dikatakan Wakasek Sarana dan Prasarana SMA 
Negeri 11 Maros Dayawiah, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Adanya bentuk-bentuk partsipasi, salah satunya bentuk partisipasi gotong 
royong komite sekolah ikut serta bergotong royong dalam kegiatan sabtu 
bersih di lingkungan sekolah SMA Negeri 11 Maros. 
Sama halnya yang dikatakan Anggota komite sekolah SMA Negeri 11 
Maros Hasan Ismail, S.Pd.I yang mengatakan bahwa: 
Komite sekolah membantu masyarakat untuk memulai proses kegiatan 
sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang 
                                                             
16Diana, Sekretaris Komite Sekolah  SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 4 September 
2019  
17St.Fausiyah  Asri, Bendahara Komite Sekolah SMA NEGERI 11 Maros, Wawancara, 
13 September 2019  
18Mahmud, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 13 September 
2019  
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dibentuk dalam partisipasi sosial dan ini sangat membantu menjalankan 
program-program yang diadakan di SMA Negeri 11 Maros.19 
Seperi halnya yang dikatakan Wakil Kepala sekolah Sarana dan Prasana 
SMA Negeri 11 Maros Dayawih, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Adanya bentuk partisipasi sosioal komite sekolah ikuit serta 
mensosialisasikan atau memperkenalkan sekolah SMA Negeri 11 Maros 
pada masyarakat, tujuannya agar sekolah SMA Negeri 11 Maros agar anak 
orang tua siswa menyekolahkan anaknya ke SMA Negeri 11 Maros dan 
minat belajar siswa itu berkembang dengan baik. 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua komite sekolah Muhammad 
Natsir yang mengatakan bahwa: 
Bentuk-bentuk komite sekolah berjalan sesuai yang di inginkan dan telah 
di sepakati bersama dalam rapat komite sekolah yang anggota-anggotanya 
orang tua siswa.20 
Dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan di atas maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa Partisipasi komite Sekolah dalam 
Penyelanggaraan Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros terlaksana dengan baik 
dan sebagaimana semestinya, karena komite sekolah sangat di butuhkan di SMA 
Negeri 11 Maros, komite sekolah dan orang tua siswa bekerja sama berpartisipasi 
dalam pengadaan sarana dan prasana, menunjang proses belajar mengajar serta 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Maros terlaksana sesuai 
yang diharapkan, hal ini karena komite sekolah dan orang tua siswa sangat 
membantu berjalannya penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros. 
Orang tua siswa ikut berpartisipasi sebagaimana telah ditetapkan pada saat rapat 
bahwa orang tua siswa harus memnbayar uang partisipasi orang tua siswa 
                                                             
19Hasan Ismail, Anggota Komite  Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 13 
September 2019  
20Dayawih, Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana, Wawancara, 21 September 
2019  
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terhadap sekolah tanpa ada paksaan dari pihak sekolah dan sudah di setujui dari 
rapat komite. Sarana dan prasana yang di bangun oleh partisipasi komite sekolah 
dan bekerja sama dengan orang tua siswa yaitu bangunan seperti Aula, Kantor, 
Ruang Kepala sekolah, Mushollah dan Parkiran. seperti yang dikatakan hasil 
wawancara dari beberapa pihak komite bahwa bantuan dari pemerintah itu hanya 
20% maka dari itu komite sekolah sangat berperan penting karena kegiatan-
kegiatan ujian semester, ujian nasional serta penyelenggaraan pendidikan sarana 
prasana yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar karena adanya dana bantuan 
dari komite sekolah dan bantuan partisipasi dari orang tua siswa. 
C. Faktor-faktor Pendukung Partisipasi Komite Sekolah dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros 
Setiap proses kerja akan berhasil jika dipengaruhi faktor-faktor 
pendukung. Tetapi proses kerja bisa juga kurang berhasil secara efektif dan 
efisien, atau bahkan tidak berhasil sama sekali. Partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros tentunya ada Faktor 
pendukung dari orang tua siswa atau masyarakat dan Kepala sekolah yang telah 
disepakati melalui rapat komite dan setiap awal tahun sekali. Partisipasi dari orang 
tua siswa atau masyarakat memang sangat mendukung untuk penyelanggaraan 
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 11 Maros, 
Penyelanggaraan pendidikan seperti kegiatan-kegiatan ujian semester dan ujian 
nasional. Oleh karena itu Orang tua siswa atau masyarakat sangat mendukung 
adanya pembentukan komite sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan 
terlaksana dengan baik. 
64 
 
 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Wakil Kepala sekolah bidang 
kurikulum SMA Negeri 11 Maros dalam hal ini  Amal Palinrungi, S.Pd 
Mengatakan Bahwa: 
Faktor pendukung partisipasi komite sekolah salah satunya orang tua siswa 
atau masyarakat sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat terlaksana 
dengan baik. Faktor pendukung dari orang tua siswa sangat bekerja sama 
dengan Komite sekolah SMA Negeri 11 Maros. Besarnya dukungan dari 
orang tua siswa atau mayarakat dan Kepala Sekolah akan memperlancar 
setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah SMA Negeri 11 
Maros. 
Sama halnya yang dikatakan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 11 Maros 
dalam hal ini Drs. Muh.Said, M.Pd mengatakan bahwa: 
Dengan adanya rapat komite yang diadakan setiap kali setahun untuk 
membahas anggaran bagi sekolah maka dapat terjalin hubungan baik 
antara komite sekolah, Orang tua siswa atau masyarakat sehingga dapat 
mendukung jalannya penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah 
SMA Negeri 11 Maros.21 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ketua komite sekolahn SMA Negeri 
11 Maros dalam hal ini Muhammad Natsir Mengatakan bahwa: 
Faktor pendukung pengelolaan komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan di SMA Negeri 11 Maros terus diberdayakan menjalin 
hubungan yang harmonis antara komite sekolah, orang tua siswa atau 
masyarakat dan Sekolah. dengan adanya hubungan baik antara komite 
sekolah dan Sekolah dapat menjadi faktor yang sangat mendukung bagi 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros.22 
Sama halnya yang dikatakan oleh bendahara komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros dalam hal ini ST.Fausiyah Asri, S.Pd Mengatakan bahwa: 
Hubungan antara komite sekolah dan orang tua siswa atau masyarakat itu 
berjalan dengan harmonis sehingga orang tua siswa atau masyarakat dapat 
berpartisipasi dengan menyumbangkan dana yang telah disepakati bersama 
                                                             
21Muh.Said Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 28 September 
2019  
22Muhammad Natsir Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 
13 September 2018  
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agar penyelenggaraan pendidikan dan sarana prasana yang belum lengkap 
dapat terlengkapi. 
Seperti halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros Hasan Ismail, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Adanya faktor pendukung dari orang tua siswa atau masyarakat maka 
penyelenggaraan pendidikan atau program-program dapat terlaksana 
dengan baik karena adanya partisipasi dari orang tua siswa.23 
Seperti halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros Mahmud, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Dengan adanya hubungan baik antara komite sekolah dan sekolah dapat 
menjadi faktor pendukung bagi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan 
di SMA Negeri 11 Maros.24 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Wakil Kepala sekolah Bidang Humas 
di SMA Negeri 11 Maros Ilyas Habe, S.Pd mengatakan bahwa: 
Adanya faktor pendukung dari orang tua siswa atau masyarakat maka 
hubungan dengan Komite sekolah dan orang tua siswa atau masyarakat 
sangat harmonis dan bekerja sama untuk mendukung adanya 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros dan berpartisipasi 
sebagaimana telah disepakati sebelumnya.25 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Sekretaris komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros dalam hal ini Diana mengatakan bahwa: 
Hubungan baik antara komite sekolah dan orang tua siswa atau masyarakat 
dapat menjadi faktor pendukung bagi partisipasi Komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros.26 
Dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan di atas maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor pendukung partisipasi komite sekolah 
                                                             
23Hasan Ismail, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 13 
September 2019   
24Mahmud, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros 14 
September 2019  
25Ilyas Habe Wakasek Humas SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 21 September 
2019  
26Diana Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros, 21 
September 2019  
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dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros adalah adanya 
hubungan baik antara orang tua siswa atau masyarakat dan komite sekolah dalam 
merencakan anggaran mengenai penyelenggaraan pendidikan untuk memajukan 
sekolah.   
D. Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Komite Sekolah dalam 
Penyelenggaran Pendidikan di SMA Negeri 11 Maros 
Partisipasi Komite sekolah dalam penyelenggaran pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros memiliki beberapa faktor penghambat diantaranya komite 
sekolah memiliki kesibukan masing-masing dan kemampuan sebagian dari orang 
tua siswa kurang atau pendapatan orang tua siswa terhambat, karena rata-rata 
orang tua siswa hanya berprofesi sebagai petani, nelayan dan kerjasamanya 
terhadap pengadaan sarana dan prasarana masih kurang dan belum efektif atau 
belum berjalan sesuai yang diharapkan . 
Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala sekolah SMA Negeri 11 Maros 
dalam hal ini Muh.Said, M.Pd mengatakan bahwa: 
Kemampuan orang tua siswa kurang atau pendapatan orang tua siswa  
terhambat sehingga sebagian orang tua siswa lambat membayar dana 
partisipasi orang tua siswa terhadap sekolah setiap tahun yang telah 
disepakati saat rapat Komite di SMA Negeri 11 Maros.27 
Sama halnya yang telah dikatakan oleh Wakil Kepala sekolah bidang 
Kurikulum SMA Negeri 11 Maros dalam hal ini Amal palinrungi, S.Pd 
mengatakan bahwa: 
Yang menjadi penghambat partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan adalah pendapatan sebagian orang tua siswa 
kurang karena rata-rata orang tua siswa hanya bekerja sebagai petani. 
                                                             
27Muh Said Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 28 September 2019  
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Nelayan dan dan kerjasamanya masih kurang dan belum efektif sesuai 
yang diharapkan28 
 
Sama halnya yang telah dikatakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 11 
Maros dalam hal ini Muh. Said, M.pd mengatakan bahwa: 
Kemampuan orang tua siswa sebagian menjadi faktor penghambat akibat 
pendapatan orang tua siswa kurang sehingga partisipasi dari orang tua 
siswa terhadap sekolah terkendala seperti yang sudah disepakati orang tua 
siswa wajib berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros dengan bekerja sama pada komite sekolah.29 
Seperti halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah SMA Negeri 
11 Maros Hasan Ismail, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Sebagian pendapatan dari orang tua siswa itu dapat terkendala mengenai 
pembayaran yang disebut dana partisipasi orang tua siswa, dan 
kerjasamanya masih kurang dan belum efektif atau belum berjalan sesuai 
yang diharapkan sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak dapat 
terlaksana seperti kegiatan-kegiatan ekstarakurikuler. 30 
Sama halnya yang dikatakan oleh anggota komite sekolah SMA Negeri 11 
Maros Mahmud, S.Pd yang mengatakan bahwa: 
Yang menjadi faktor penghambat yaitu pendapatan orang tua siswa 
terkendala karena sebagian orang tua siswa berprofesi sebagai petani dan 
nelayan, disitu dia mencari nafka, jadi mengenai pembayaran dana 
partisipasi orang tua siswa itu terkendala karena dia membayar tidak 
sesuai yang telah disepakati bersama pada saat rapat komite sekolah SMA 
Negeri 11 Maros31. 
 
Sama halnya yang telah dikatakan oleh Sekretaris komite sekolah SMA 
Negeri 11 Maros dalam hal ini Diana mengatakan bahwa: 
                                                             
28Amal palinrungi Wakasek Kurikulum SMA Negeri 11 Maros, wawancara, Maros, 28 
September 2019 
29Muh. Said Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Maros, wawancara, Maros, 28 September 
2019  
30Hasan Ismail, Anggota Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 13 
September 2019  
31Mahmud, Anggota Komite sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, Maros 14 
September 2019  
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Kurangnya kerjasama antara komite sekolah dan orang tua siswa sehingga 
proses penyelenggaraan pendidikan tidak terlaksana dengan baik dan 
pendapatan orang tua siswa hanya berprofesi sebagai petani dan nelayan.32 
Dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan di atas maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan faktor penghambat partisipasi komite sekolah dalam 
penyelenggaraan pendidikan adalah orang tua siswa, dan kurangnya kerjasama 
antara komite sekolah dan orang tua siswa karena sebagian orang tua siswa hanya 
berprofesi sebagai petani dan nelayan, dan komite sekolah memiliki kesibukan 
masing-masing sehingga partisipasi dari orang tua siswa atau masyarakat dan 
komite sekolah terkendala atau belum berjalan sesuai yang diharapkan dalam 
penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 Maros. 
E. Pembahasan Hasil Penelitian 
Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dalam 
urusan sarana dan prasarana sangat penting karena penyelenggaraan pendidikan 
terutama pada pelaksanaan program-program sekolah dan pengadaan sarana dan 
prasarana yang belum lengkap, dapat dilihat bahwa partisipasi komite sekolah di 
SMA Negeri 11 Maros sangatlah aktif. Hal ini dibuktikan ketika program-
program dan pengadaan sarana dan prasarana dapat dilaksanakan dengan baik. 
Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting 
karena sebagian dari sarana dan prasarana seperti Aula, Mushollah, Kantor, Ruang 
Kepala sekolah, dan Parkiran,di sekolah SMA Negeri 11 Maros merupakan 
bantuan dari komite sekolah dan untuk mengatasi atau mengontrol serta 
memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungan sekolah. seperti 
                                                             
32Diana Sekretaris Komite Sekolah SMA Negeri 11 Maros, Wawancara, 21 September 
2019  
69 
 
 
dana komite yang digunakan untuk membangun aula dengan tujuan agar memiliki 
berbagai fungsi dimana dapat dijadikan sebagai ruangan kelas dan kegiatan-
kegiatan yang akan dilaksanakan. Terbentuknya komite sekolah dan tujuan yang 
ingin dicapai, orang tua siswapun atau masyarakat ikut serta dalam pembentukan 
komite sekolah dan ikut menyumbangkan dana sesuai kesepakatan orang tua 
siswa tanpa paksaan dari pihak komite sekolah. 
Seperti teori yang dikemukakan oleh Isjoni Ishaq, partisipasi komite 
sekolah akan sangat membantu dan memajukan suatu lembaga yang dapat 
diwujudkan dalam bentuk memaksimalkan  pelaksanaan peran fungsi Komite di 
sekolah sebagai mitra dan mediator sekolah.33  
Faktor pendukung partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan di SMA Negeri 11 
Maros tentunya ada faktor pendukung dari orang tua siswa atau masyarakat dan 
Kepala sekolah yang telah disepakati melalui rapat komite sekolah yang 
dilaksanakan secara terbuka (Transparan) dan dipertanggung jawabkan oleh 
Komite sekolah dan orang tua siswa atau masyarakat. Partisipasi dari orang tua 
siswa atau masyarakat memang sangat mendukung unruk penyelenggaraan 
pendidikan yang dilaksanakan di sekolah SMA Negeri 11 Maros, 
penyelenggaraan pendidikan seperti kegiatan-kegiatan ujian semester dan ujian 
nasional. Oleh karena itu orang tua siswa atau masyarakat sangat mendukung 
adanya pembentukan komite sekolah sehingga penyelenggaraan pendidikan 
terlaksana dengan baik. 
                                                             
33Isjoni Ishaq, Pendidilkan Investasi Masa Depan, Jakarta, Hikayat, 2006, h.93  
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Faktor penghambat partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan memeliki beberapa faktor penghambat diantaranya komite sekolah 
memiliki kesibukan masing-masing dan kemampuan sebagian dari orang tua 
siswa kurang atau pendapataan oranag tua siswa hanya sebagai petani dan 
nelayan, sehingga pembiayaan siswa yang disebut sebagai dana partisipasi orang 
tua siswa terlambat membayar atau tidak sesuai jangka waktu yang telah 
ditentukan dan kurangnya kerjasama belum efektif atau belum berjalan sesuai 
yang diharapkam dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Seperti teori yang dikemukakan oleh Sri renani Panjastuti, bahwa untuk 
mengetahui hambatan atau masalah-masalah diatas perlu adanya dorongan atau 
dukungan baik dari pemerintah, pihak sekolah dan komite sekolah. Pembentukan 
dan Rapat komite sekolah dilaksanakan secara terbuka (Transparan) dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik secara substansi maupun secara 
fungsional. Faktor penghambatnya yaitu pelaksanaan dan fungsi komite sekolah 
tidak selalu dapat memenuhi harapan. 
 Seperti halnya yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Mulyono dengan judul 
“peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan SMK di Kabupaten 
Lamongan, Jawa Timur. Program pasca sarjana Uviversitas Negeri Yogyakarta”. 
Hasil penelitian ini menunjukkan peran komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan SMK Negeri secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik. Peran 
yang paling tinggi adalah sebagai badan pertimbangan, kemudian sebagai badan 
pendukung, dan sebagai badan penghubung. Sedangkan peran yang paling rendah 
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adalah sebagai badan pengontrol. Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan 
pendidikan SMK swasta secara keseluruhan termasuk dalam kategori baik 
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  PEDOMAN WAWANCARA 
Nama      : Sri Deviyanti 
Nim        : 20300115003 
Jurusan    : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul : Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
  di SMA Negeri 11 Maros. 
No Pertanyaan Narasumber 
1 Apakah Komite sekolah ikut membantu dan 
menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama 
untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar 
di SMA Negeri 11 Maros? 
 
Ketua Komite 
sekolah, anggota 
Komite sekolah, 
dan Bendagara 
Komite sekolah. 
2 Apakah sekolah SMA Negeri 11 Maros 
membutuhkan partisipasi masyarakat? 
Ketua Komite 
sekolah,  Wakasek 
sarana  prasarana, 
dan Anggota 
Komite sekolah. 
3 Apakah Komite sekolah berperan sebagai 
pengontrol/pengawasan terhadap kebijakan sekolah 
penyelnggaraan pendidikan di SMA Negeri 11 
Maros? 
Sekretaris Komite 
sekolah,  dan 
Bendahara Komite 
sekolah. 
KEMENTERIAN AGAMA  R.I. 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Jl. H.M.Yasin Limpo36(0411) 882682 (Fax. 882682) Samata-Gowa 
Sultan Alauddin Nomor  63 (0411) 864923-864924 (Fax. 864923) 
Makassar 
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4 Bagaimana implementasi peran Komite sekolah di 
SMA Negeri 11 Maros? 
Ketua Komite 
sekolah, Wakasek 
Humas, dan 
Sekretaris Komite 
sekolah. 
5 Apa sajakah bentuk peran Komite sekolah yang 
sudah berjalan di SMA Negeri 11 Maros? 
Ketua Komite 
sekolah, anggota 
Komite sekolah, 
dan Sekretaris 
Komite sekolah. 
6 Bagaimana perencanaan program kerja Komite 
sekolah di SMA Negeri 11 Maros? 
Kepala sekolah, 
Sekretaris Komite 
sekolah, dan 
anggota Komite 
sekolah. 
7 Bagaimana Komite sekolah memantau kondisi 
anggaran pendidikan di SMA Negeri 11 Maros? 
Ketua Komite 
sekolah, anggota 
Komite sekolah  
8 Apa faktor-faktor pendukung penghambat partisipasi 
Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan 
di SMA Negeri 11 Maros? 
Kepala sekolah, 
anggota Komite 
sekolah dan 
bendahara Komite 
sekolah. 
9 Apa faktor-faktor pendukung partisipasi Komite 
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA 
Negeri 11 Maros? 
Wakasek Sarana 
prasarana. 
Bendahara Komite 
sekolah dan 
anggota Komite 
sekolah. 
10 Apakah Komite sekolah berperan sebagai 
penghubung atau mediator antara pemerintah, 
sekolah, orang tua dan masyarakat di SMA Negeri 11 
Maros? 
Wakasek Humas, 
anggota Komite 
sekolah. 
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  PEDOMAN OBSERVASI 
Nama      : Sri Deviyanti 
Nim        : 20300115003 
Jurusan    : Manajemen Pendidikan Islam 
Judul : Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
 di SMA Negeri 11 Maros. 
No Pedoman Observasi Ya Tidak 
 
 
 
1 
 
 
 
Partisipasi Buah 
Pikiran 
a. Komite sekolah memberikan ide 
dalam penambahan pembangunan 
sekolah (Aula, Kantor, Mushollah 
dan Parkiran) 
  
b. Komite sekolah Memberikan ide 
atau pengalaman untuk 
mewujudkan berjalannya partisipasi 
Komite sekolah seperti kegiatan 
esktrakurikuler dan sarana 
prasarana. 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Partisipasi Uang  
a. Komite sekolah memberikan 
sumbangsi dana dalam kelengkapan 
sarana prasarana. 
  
b. Komite sekolah dan orang tua 
siswa mengadakan kesepakatan 
mengenai pembayaran partisipasi 
orang tua siswa terhadap sekolah 
setiap tahun. 
c. Komite sekolah memberikan 
dana terhadap operasional sekolah ( 
Pegawai honorer dan satpam) 
 
 
3 
 
Partisipasi Tenaga 
atau gotong royong 
a. Komite sekolah ikut bergotong 
royong dalam pembangunan 
Mushollah. 
  
b. Komite sekolah ikut serta dalam 
kegiatan sabtu bersih di lingkungan 
sekolah. 
KEMENTERIAN AGAMA  R.I. 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR 
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Jl. H.M.Yasin Limpo36(0411) 882682 (Fax. 882682) Samata-Gowa 
Sultan Alauddin Nomor  63 (0411) 864923-864924 (Fax. 864923) 
Makassar 
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Partisipasi Sosial 
a. Komite sekolah membantu 
masyarakat untuk memulai proses 
kegiatan sosial untuk memperbaiki 
situasi dan kondisi sekolah 
  
b. Komite sekolah ikut serta 
mensosialisasikan atau 
memperkenalkan sekolah SMA 
Negeri 11 Maros pada masyarakat. 
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STRUKTUR ORGANISASI KOMITE SEKOLAH SMA NEGERI 11 MAROS 
 
 
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah 
Muhammad Natsir Drs. M. Said, M.Pd 
Sekertaris Komite Sekolah Bendahara Komite Sekolah 
Diana Hj. Indrawati, SE., MM. 
Bendahara Pendamping Komite Sekolah 
St. Fausiyah Asri, S.Pd 
Anggota Komite Sekolah 
Abd. Kadir Karim, S.Pd Mahmud, S.Pd Hasan Ismail, S.Pd.I Ahmad Hannanu, Ba A. Arni Siefach, 
S.Pd 
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Kegiatan rapat komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros 
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Kegiatan rapat Komite sekolah bersama orang tua siswa di SMA Negeri 11 
Maros 
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Proses kegiatan siswa(i) mengisi formulir yang telah ditentukan oleh 
Komite sekolah di SMA Negeri 11 Maros. 
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Formulir yang wajib di isi sesuai yang telah ditentukan oleh Komite 
sekolah di SMA Negeri 11 Maros. 
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